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ABSTRAK
Jamaluddin. 2025, Analisis Komunikasi Konflik Antara Masyarakat Adat Dan

PemerintahDalam Proyek Rempang Eco City, Skripsi, Program Studi

Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Ushuluddin,

Universitas KH. Abdul Chalim, Pembimbing : Puji Laksono, M.Si

Kata Kunci: komunikasi konflik, masyarakat adat, pemerintah, Rempang Eco
City, Fisher & Ury.

Komunikasi konflik antara masyarakat adat dan pemerintah di proyek
Rempang Eco City di Kota Batam, Kepulauan Riau, adalah subjek penelitian ini.
Rencana relokasi masyarakat adat yang menolak meninggalkan tanah leluhur
mereka memicu konflik. Berdasarkan teori komunikasi konflik Fisher dan Ury
(principled negotiation), tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis berbagai

jenis konflik, pola komunikasi, faktor pemicu, dan upaya penyelesaian.

Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan kualitatif dengan studi kasus.
Observasi, wawancara, dan analisis dokumen digunakan untuk mendapatkan data.
Berdasarkan prinsip Fisher dan Ury, yaitu memisahkan orang dari masalah, fokus
pada kepentingan, menciptakan opsi saling menguntungkan, dan menggunakan

kriteria objektif, analisis dilakukan dengan memeriksa komunikasi kedua pihak.

Sementara masyarakat adat menguatkan posisinya melalui aksi massa,
advokasi hukum, dan media sosial, penelitian menunjukkan bahwa komunikasi
pemerintah bersifat top-down dan minim partisipasi. Ketidakterlibatan masyarakat,
ketidakjelasan, dan ketidakpengakuan hak ulayat adalah penyebab konflik.
Psikologi, sosial, ekonomi, dan kultural semuanya terpengaruh oleh konflik.
Kegagalan komunikasi terjadi karena kedua pihak mempertahankan posisi mereka
daripada kepentingan mereka. Pengakuan hak adat, komunikasi yang aktif, dan opsi

kreatif yang adil adalah semua hal yang diperlukan untuk penyelesaian.
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ABSTRACT
Jamaluddin. 2025, Analysis of Communication Conflict Between Indigenous
Communities and the Government in the Rempang Eco City Project,
Bachelor's Thesis, Islamic Communication and Broadcasting Studies
Program, Faculty of Da'wah and Ushuluddin, KH. Abdul Chalim
University, Advisor: Puji Laksono, M.Si.

Keywords: Conflict communication, indigenous community, government,

Rempang Eco City.

The subject of this research is the conflict communication between
indigenous communities and the government in the Rempang Eco City project in
Batam City, Riau Islands. The relocation plan of indigenous communities, who
refuse to leave their ancestral land, triggered the conflict. Based on Fisher and Ury’s
conflict communication theory (principled negotiation), the purpose of this
research is to analyze various types of conflict, communication patterns, triggering

factors, and resolution efforts.

This research was conducted using a qualitative approach with a case study
method. Observation, interviews, and document analysis were used to obtain data.
Based on Fisher and Ury’s principles—separating people from the problem,
focusing on interests, creating options for mutual gain, and using objective
criteria—the analysis was carried out by examining the communication of both

parties.

While the indigenous community strengthened their position through mass
actions, legal advocacy, and social media, the research shows that government
communication is top-down and minimally participatory. The causes of the conflict
are the exclusion of the community, lack of clarity, and the absence of recognition
of indigenous rights. The conflict affects psychological, social, economic, and
cultural aspects. Communication failure occurred because both parties maintained
their positions rather than their interests. Recognition of indigenous rights, active

communication, and fair creative options are all required for resolution.
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